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BUPATI KETAPANG 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 32 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 
TENTANG PAJAK PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG, 

Menim:ang 

Menpi;at 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 
ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 
25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3), 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pajak Parkir. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat !I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Uadang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 No.129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) 



6. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembara,n Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun . 2008 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 
2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

7. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 'Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

16. Peraturan Mentereri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011; 



17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 ten tang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ke_tapang Tahun 2002 Nomor 84); 

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2008 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir 
· (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13); 

MEMU TUSKAN 

[enetapk an PERATURAN 
PERATURAN 
PARKIR. 

BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

alam Per:turan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
De ah adalah Kabupaten Ketapang. 
Peme intah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
Peine intahan Daerah. 
Buati z.dalah Bupati Ketapang. 
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. 
Kepaa Dinas Pendapatan adalah Kcpala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ketapang. 
Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan igunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terl ntas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lain:ya termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap. 
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suetu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 
Parkir aalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 



11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di uar badan jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

12. '/jib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan 
pa;ak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
de.gan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. M: sa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
dir tur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
da ,ar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
ter utang. 

14. Ta'un Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (satu) tahun kalender, kecuali bila 
Wajib Pajak menggunakan tahun buka yang tidak sama dengan tahun kalender. 

15. Paak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa 
aak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peaturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

16. Pe:ungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang 
ter tang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retibusi kepada Wajib Pajak 
se ta pengawasan penyetorannya. ' 

17. oaor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor 
Pl.ok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak. 

18. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat FPWP, adalah 
su: at yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan melaporkan data 
obck pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan dan pengelolaan 
bidng usaha yang dilakukan scsuai dengan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

19. Sat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat 
yarg oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
peabayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan / atau harta dan 
ke ajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
iae :ah. 

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
penbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
fcrulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pc mbayaran yang di tunjuk oleh Bupati. 

21. Suit Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adaah surat ketetapan pajak yang rnenentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi 
e linistrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

22. Surat Kctetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jurnlah 
paja yang telah ditetapkan. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jurnlah 
redit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
acdalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya 
ti lak terutang. 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
mr:lakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 
denda. 

6. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Fenberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 



Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak:. 

27. Sara na Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk melakukan 
per ungutan berupa Kartu NPWPD, SPTPD , SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan. 

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
Ke,ttusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

29. Perbukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi kouangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
pengaasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 
jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tcrsebut. 

30. Omz t adalah jumlah uang hasil Pengelolaan Pajak Parkir selama 1! satu) tahun. 
31. Peuuriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan 

dar/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu 
sten lar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dacrh dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
kete»tuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. f 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Peraturen Bupati 1ni mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Parkir yang meliputi ; 
a. jangka waktu dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak; 
b. tata cara pengisian SPTPD; 
c. tata ·ara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; 
d. tata cara pembayaran angsuran dan pcnundaan pembayaran pajak; 
e. tat cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 
f. tata ara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 
g. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa; 
h. krteia wajib pajak dan penentuan besaran omzet, serta tata cara pembukuan atau 

pen atatan; dan 
i. tata cara pemeriksaan objek pajak. 

BAB III 

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

Pasal 3 
(1) Seti=p ajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan mengunakan FPWPD kepada 

Dinos Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 30 
(tiga pulh) hari kalender sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain. 

(2) FPWPD sebagairnana dimaksud pada ayat (l),diambil sendiri oleh Wajib Pajak di 
idang Pendaftaran dan Pendataan. 

(3) FPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar,jelas lengkap 
dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dcngan melampirkan : 

a. fotokopi indentitas diri/penanggungjawab/ penerima kuasa/ (KTP/ SIM/ Paspor) 
b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha; 
c. surat keterangan domisili tempat u saha; 
d. ·urat izin usaha dari instansi yang berwenang; 



e. surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan 
dengan disertai fotokopi KTP/ SIM/ Paspor dari pemberi kuasa. 

I) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima. 

i) Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian FPWPD dan katu NPWPD sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

TATA CARA PENGISIAN SPTPD 

Pasal 4 

l) Pajak Parkir dipungut dengan Self Assessment System yang memberikan kepercayaan 
kepnda Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan 
sediri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah. 

2) Wajib Pajak dalam menghitung /memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang 
teru '.ang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD. 

Pasal 5 
d 

1) Wajb Pajak Parkir, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan 
ditandatangani Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan. 

2) SPFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di 
Eileng Pendaftaran dan Pendataan. 

3) Pen:·ampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 
(lim· belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak. 

Pasal 6 

1) Apa'ila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu 
peyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya. 

2) SP'D dianggap tidak disanrpaikan apabila tidak ditandatangani Wajib Pajak sebagai 
mer a dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) dan tidak dilampirkan keterangan atau 
Gcmen. 

Pasal 7 

1) Kep la Dinas Pendapatan atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat 
menberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja. 

2) Perrohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana 
diraaksud pada ayat (l) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum 
beta s waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). 

Pasal 8 

1) Wa)b Pajak dengan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan 
mer'ampaikan srat pemnyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaphtan htas nama 
wpati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak atau 
tahuu pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

2) Dalrm hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaman dimaksud ayat (1) 
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi 
a'minstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang 
kurang dibayar, diliitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan tanggal 
pen,bayaran akibat dari pembetulan SPTPD. 

Pasal 9 
3entuk frmulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran 
I dan mnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BAB V 

TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT 

Pasal 10 

1) Daam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 
Pen-··apatan atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data 
objex pajak yang tertuang dalam SPTPD. 

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas 
Pen:iapatan atas nama Bupati dapat menerbitakan SKPDKB. 

3) SKPDKB diterbitkan dalam ha! : 
a. j•.ka berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 

tau kurang bayar; 
b. iika SPTPD tfdak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu masa pajak dan 

etelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
c:'itentukan dalam surat teguran; atau 

c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 
iabatan. 

Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 
tercan.um dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data 
baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jualah pajak yang terutang. 

2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum 
didahului dengan penerbitan SKPDKB. 

3) S.(PDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) 
kali untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data 
yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang. 

BAB VI 

TA'A CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 12 

1) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dalam hal atau karena 
di·.erbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan Surat Keputusan Bancl'ng yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah. 

2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui 
Kepala Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang 
masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1l) yang selanjutnya disebut 
utang pajak, dalam hal ini Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami 
keadaan di luar kekuasaannya schingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pajak pada waktunya. 

3) Pernohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara 
tcrtlis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai 
dongan alasan dan bukti yang mendukung, serta: 
a. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya; 
b. iumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan 

esarnya angsuran; atau 

4) 



jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu 
penundaan. 

Pasal 13 

'ngsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat 
iiberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
-ersetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak l (satu) 
ulan kalender, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa Pajak yang 
masil harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 
Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat 
liberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Prsetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang 
pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (1). 

Pasal 14 
Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
J 3 ayat (1) ditetapkan dalam jumla h utang pajak yang sama besar untuk setiap 
anysurannya. 
Bexarnya pelunasan atau penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya. / 

Pasal 15 
Setlah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib 
Paj k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, Kepala 
Dinas Pendapatan atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 
(tu? uh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. 
Per nohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa: 
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya 

oenundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui jumlah angsuran pajnk dan / atau masa angsuran atau lamanya 

penundaan sesuai pertimbangan pejabat yang ditunjuk; 
c. meno'ak permohonan angsuran / penundaan Wajib Pajak; atau 
d. zpabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana pada ayat (1) telah 

terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati tidak menerbitan suatu 
<eputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan 
urat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan 
aling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut 
erakhir. 

BAB VII 

TA'A CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 
Pasal 16 

Wajb Pajak mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada 
Bu;ati melalui Kepala Dinas Pendapatan dengan alasan-alasan yang jelas. 
Surt permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat 
disampaikan2 (dua) hari kerja setelah diterimanya STPD dengan melampirkan antara 
lain 
a. ·ama/ alamat; 
b. nomor NPWP; 
c. jenis usaha; dan 
d. elampirkan SPTPD, SKPDKB, dan STPD; 
kcpala Dinas Pendapatan atas nama Bupati melakukan penelitian kelengkapan 
pen ohonan pengajuan pengurangan, keringanan pembebasan pajak. 
Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala 
D»aas Pendapatan atas nama Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada 
Wai»b Pajak. 



5) Kop;la Dinas Pendapatan atas nama Bupati memberikan persetujuan atau menolak 
atas pengajuan tersebut. 

BAB VIII 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasa1 17 

1) Wsjih Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
paj : kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan. 

2) Kera la Dinas Pendapatan atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan 
kcputuoan. 

3) Apalila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilampaui, Kepala 
Dinas Pendapatan atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan 
keptusan, permiohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dil:aliul:.<an dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan 
kalet der. 

) Apab la Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dabulu utang pajak dimaksud. ' 

i) Pe.gembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan 
kalder sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar 
Kelt 'han Pajak (SPMKP). 

) Apab'a pengembalian kelcbihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bvlan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
me ·oerikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pembayran kelebihan pajak. 

Pasal 18 

pabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, 
·bageiuiana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara 
mindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB IX 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA 

Pasal 19 

Dinas Pendapatan Daerah melakukan lrwentarisasi terhadap Piutang - Piutang Pajak 
yang; telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan 
diperirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. 
Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam : 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. STPD; 
d. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan; dan 
e. putusan banding. 
Inventarisasi Piutang Pajak yang diperkiakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih 
lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan terhadap Piutang Pajak dari : 
a. wajib Pajak yang meninggal dunia dngan tidak meninggalkan harta warisan dan 

tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang 
menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan 
harta warisan dan tidak mempunyai ,.. hli waris, dari pejabat yang berwenang; 

b, wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat 
eterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 

mumang benar-benar sudah tidak mcmpunyai harta kekayaan lagi; 
c. wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau 



d. wajib pajak yang tidak dapat ditagh lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak 
tidak dapat d.itemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi 
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, 
kcbakaran, rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya; 

(4) Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian 
setcmpat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat. 

Pasal 20 
(1) Berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), 

Pej,tbat yang ditunjuk menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat 
atau tidak mungkin ditagih lagi untuk melaksanakan penelitian dan/atau penelitian 
administrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (4) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi. 

2) Penelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap Piutang Pajak 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat yang 
diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. 

f 

3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c; 

1) Perelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak 
yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf 
d, da untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah Penelitian 
Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. 

Pasal 21 
Pen.litian setempat atau penelitian adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 yt (1) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap jenis 
keteta pan. 
Peneli ian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang 
benar- benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap 
sebag imana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan huruf d. 

Pasal 22 
poran '»il penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana 
naksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menggambarkan keadaan 
jib Pajal. atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan 
sarnya 9tang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan sebagai bahan 
ulan kepada Kepala Dinas Pendapatan atas rama Bupati untuk dihapus. 

BAB X 

KRITE? A WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA 
PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN 

Pasal 23 
teria a besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun 

Pasal 24 
a cara perbukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut: 
wajib Paj: ,k dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 ( tiga 
ratus ju• t rupiah ) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai 
dengan 3tandar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku 
secara ur um; 
wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp. 300.000.000,00 ( tiga 
ratus juta rupiah ) dulam 1 ( satu ) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, 
dengar. prsyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran 
usaha bcrupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk 
penghitungan pajak; 
encats'a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik- 
aiknye den harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;dan 



l) pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha atau pekerjaan dan Wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun. 

Pasal 25 
ata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan 
embayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, adalah sebagai berikut : 

wajib pajak menye!enggarakan pencatatan ten tang pendapatan bruto usahanya secara 
lengkap dan benar; 
pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; 
apabila Wajib Pajak memiliki lebih dan 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilalrukan 
secara terpisah; dan 
pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa 
bon penjualan atau dokumen lainnya. 

BAB XI 

TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK 

Pasal 27 

Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang melakukan 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dalam melaksanakan peraturan perundan-undangan perpajakan daerah; 
Wajib Pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang 
terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap 
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

BAB XII 
I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 7 November 2012 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

HENRIKUS 

undangkan di Ketapang 
da tanggal 7 November 2012 

KRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

ttd 

ANDI DJAMIR UDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 110 
Salinan Scsuai dengan aslinya 

Kcpnla Dagin Hukum Setdn 
Kabupaf ;n Ketapang 

DEI , 8II 
NIP, 19650815 199903 1 003 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATT KETAPANG 
NOMOR 32 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR 

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 

Q PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

J1. Urlp Sumoharjo No. 06 Telp. (053431-32155 
KETAPANO - KALIMANTAN BARAT 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK DAERAH 

Nomor Formulir 

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ketapang 
di- 

Ketapang 
PER HATTAN : 
1. Harap diisi dalam rangka dua (2) ditulis der, n hurf CETAK 
2. Beri tanda ' pada kotak ]__] yang terse«din untuk jawaban yang tersedia 
3. setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan danda tangani, harap diserahkan kembali kepada 

Pinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapg. 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH 

1. Na a Badan/Merck Usaha 
2. Ala.nat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) 

a. ealan 

4 
I 

E. RT/RW 
c. Kelurahan 
d. camatan 
e. I bupaten / Kota 
f. Pavinsi 
g. mor Telepon / HP 
h. • de Pos 

..+.......4.... 

························································································ 

3. Sur t lzin yang dimiliki (photo copy Surat lzin harap dilampirkan ) 
•.S rat lzin Tempat Usaha : 
b.5 rat lzin 
c. S •rat lzin . 

No . 
No... 
No .. 

Tgl. 
Tgl. 
Tgl. 

4. Bideng Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) 

Hotel 
?estoran 
Hiburan 

_] Penyelenggaraan Reklame 
i'engambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet 
engambilan dan/atau Permanfaatan Air Tanah 
'engambilan Mineral Bukan Logam dan atuan 
enggunaan Tenaga Listril 
7enyelenggaraan Parkir 

dilarjutkan pada halaman 2 



TANDI TERIMA 

Nomor Formulir : 

Ketapan1g, .+.++so,+»s·+,··+++··+»++·········, 

Nama Jelas 
Tanda tangan 

NPWPD yang diberikan : 

LI I I I I I I 

Sarang Burung Walet 
Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Mineral Bukan logam dan batuan 
Pajak Air Tanah 
Pajak Parkir - 

-- 

- 

- 
- 
- 

...................................................... , , . 

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA 

( ) 

Ketapan1g, +,+++,++,+,+++++,·68+8,,%,»»···+ 

Yang Menerima 

Nama 
Alamat 

-·-------------------·· ------·-·---·-- Poto rig dlsini ---·····························---············- 

5. Na a Pemilik/Pengeiola 
6. Ja!' atan 
7.A'a nat tempat tinggal 

a alan 
b. 'T/RW 

: 1 elurahan 
d. iecamatan 
e. labupaten / Kota 
f. I rovinsi 
g iomor Telepon / HP 
h.'ode Pos 

KETERANGAN PEMILIK ATAU P~NGELOLA 

8. aAjiban Pajak 
[] Paro«et 

Restoran 
[' Paa uraa 
LJ Pajak Reklame 

Ditei» 1 Tanggal 
Nama P tugas 
NIP 
Tand tahgan 



B. BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

PEMERINT AH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Urlp Sumoharjo No. 06 Telp. (0534)-32155 Kode Pos 78811 

KETAPANG 
KALIMANTAN BARAT 

KAR TU NPWPD 
NOMOR:......./DPD/ ...... 

□□ ..................................................... 
····················································· 

Tgl, Terdaftar : . 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG 

(Nama, NIP, ttd dan cap I 

PERHATIAH 

Kartu ini harap distmpan balk-balk dan apablla hilang agar segera melapor pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 

Kartu Ini hendaknya dlbawa npablla Saudara akan hendak melakukan 
f 

transaksi perpajakan daerah. 

Dalam hal wa]lb pajak pindah domistli, supaya melaporkan diri pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kctapang. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagi Hukum Setda 

Kabupat¢ Ketapang 

DERSI, SH 
NIP. 19650815 199903 1 003 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIKUS 



lAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 32 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR 

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
-- ------------·---------------------------- 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
( SPTPD) 

PAJAK PARKIR 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534) 32155 

KETAPANG 

No. SPTP[ . 

Masa Paja . 
Tahun PaJ; . 

Kepada Yth, 
Kepala DInas Pendapatan Daetah 
Kabupaten Ketapang 
dl- 

Ketapang 

HA TIAN : 
Harap dilsi de m tangkap 6 (enam) dituis dengan huruf CE TAK 
een tans vrda [ yang terseda unturpwaban yang terata 
Setelah drsi'n ditanda tangani, harap diserahkan kembati kepada Dinas Fendapatan Daerah 
Kabupate Ketapang paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assesment) 
Ketedambaa penyerahan dart tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrast 
berupa tu g ebesar 2 % (dua persen) 
Pembayarn ajak dilakukan pada Kas Umum Daerah Melalui Bendahara Ponenma Dispenda Kab. Ketapang 

' I 

----ButtlQufM9la[moo ] 
IpENTITAS !LEEK PAJAK 

1, Nana ib Pajak 
2. Alamat 
3. Desa /l' lurahan Rt/Rw 

4. Kecan !n 

5. Narr8 tan Usaha 

6. Alan»al 

7Desa/K irahan 

8. Kec al 
9, NPWPC 

IDENTITAgQ'; JEKPAJAK 

1. Lok.as a:'dr 

2. Surat i·& Masa Berlaku 

3. Luas &K. oasilas Parkir 

Rod. Smpat 

Toda Tigad 
• ·4·Due 

4. Alama 
5. Desa /Yr' ta..an 
6 Kecarala. 

Kabupater , . 

RI/Rw 

B. DATA OBJEK PAJAK 

RtRw 

RI/Rw 
Kabupater ......•. , .....••••.••.••..••..•...••••••••• 

JUMLAHrA_ KI'AERAH YANG_DILAPORKAN 

NO 
] 

JENIs KENDARAAN 

2 

2 

3 

4 

JUMLAH PENGGUNA JASA 

3 

TARRIF Nal Jua' ( Rp) 
(3x4) 

5 

Tat Pajak 

6 

Pokok Pajak Terhutang 

(5x6) 
7 

DATA PENDUJKUNG 

Jumlah Pajak Terhutang RD. 

[ DReknpltulasl Penerlm.aan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR 



ee C. PERNYATRAN 

I wn .t wot.:pwl1ya la ta h aloft funk nw led wht.t tonal lentiant petut ay-tntdanpan yang btlalt, 

ye a y·1s.,alert,rat re;utan up yang lelahr kart betahuan fetebut (tali Leetla lanpt an-lampit anMya beret, 

......................... �- Tahun . 
Wat Pajak / Kuasa Wajib Pajak 

Nana Lengkap dan Tanda Fangar 

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA 

Tata Cara Pethtungan dan Penetapan Pajak Park@it; □ 
Setc!ah melokukzn pemeriksaan dan pc'nelaahan SPTPD dan dokumen pendukung dart! Wajib Pajak, dengan ini kami nyatakan batwa: 

Du3 Ouyek Fjak yang tercantum datam sTpp telah sesuai 
Na. Pajak Terhutang yang torcantum dalam sTPD te!ah sesual 
Data Pendukung Penetapan Pajak telah Sesuai 

Pwmor Fegetrs: B«dang Penetapan 
C3late Petugas 

. . 

Sel Assesment ( Meng/itung dan menetapkan Pajak Sandlrl) 

0terara Tangg3' 
Nam Pet0gos 
NI 

lomnr Sp1pp 
angga Fenerbtan 
PwPD 

Jama Wapb Pajak 

lama 

· otona disini 

TANDA TERIMA SPTPD 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukaum Setda 

Kabupajen Ketapnng 

DER9I, SH 
NIP, 19650815 199903 1 003 

Wajyb Pajak Ku3sa Wajjb Pajak 

( .•.•..•••••••..••...•.•.•.•..•.•.•••.••...•...•...•.•....•......•. 1 
Mama Lengkap dan Tanda Tangan 

f 

Ketapang... .......lgl.......coo»woos»so·rs 

Wajb Pajak / Kuasa Wajb Pajak 

(_ ... J----·-·--·--··-···-·-----·--·J 
Noma Longkap dan Tonda Tangar 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIK US 



Lamplran Ill 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 32 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNIUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR 

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) 

-, 
PEM('\l,ffAH .EN KETAPANG SKPDKB 

DINAS PI I&N DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Nomor Urut 

JI. Urlo s, 11oha� M Ip. (0534)- 32155 Masa Pajak : ......................... I I I I I I I KL"APANG-1 1NTAN BARAT Tahun Pajak; ···················· ... , ..... , ................ .L 

Nama : -- - - 
Alamat : 
--·- - - 
Kelurabin/Desa : RT/RW : 
Kecamatan : Kabupaten : 

I I NPWPD : I I I I I I I I I I I I I I 
Tanggal Ja uh Tempo : 

, ................................................. ,.,,,, ......................................... 
Jenis RekL.me : ., .............................................................................................. 

---- 
I Berdsrkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapg Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, telah dilakukan pemeriksaan 

atau k terangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wafib Pajak ; 
lo le Rekening Pajak : 
Na na Pajak : 

II Dari pineriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut: -- .. . ----· ... - ·-· . -- 
1. Dsat Pengenaan Rp ............................. - 2.Pijak yang Terhutang Rp .............................. - 3. K+edit Pajak: ._,__ 

' Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp .............................. 
I- - - 

b Setoran yang dilakukan Rp .............................. --· C Lain - Lain [Rp, »+10+0++111+0» �---- 
d Jumlah yang dapat dikreditkan {3a+3b+3c) Rp .............................. 

>- -- 
4, 'amlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp .............................. ,- 

[2.s"kzf Administrasi : 
a Bunga 2% (dua persen) Rp .............................. 

� •=••" ..... % darl Pokok Pajak Rp .............................. 
Jumlah Sanksl Administrasi (5a+5b) Rp .............................. 

_lmlah yang maslh harus dibayor {4+5c) Rp .............................. 

pan Huruf : ............................................................ ................................................................................................................ ,, ..... 

PFRET'N; 
1. Han pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas, sesuai dengan waktu 

oar tc pat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD), 
2. Aoabll SKPDKB inl tidak atau kurang dibavar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari selak SKPDKB ini diterima dikenakan 

sari bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

Ketapang, ...+sos»oooooo...... Tahun ......so 

KEPALA DINAS, 

(Namo, NIP, Panqkt, cap dan ttd) 
... ____________ .. ______________________ - ________ Potong Dlslnl _______ ..... _____________ ... ______ ... _______________ -- --- 

TANDA TERIMA SKPDKB Diterima, ...sos+ow......tgla.coos»so»so»sos»»s» 
Nomor 5PD1,B : .......................................... ,, ..... Oleh: 
Tar@tl Penerttan : ........................................... , .... 
NPWPD : ............................................... 
Nama 'afib Pajak : ................................................ I .,,.,.,., ...... ,. .. , ... .,.., .. ,, •.•..•..••.•....•. .,,J 
Alamat : ........................... Nama Lengkop & Tanda Tangan 



PEMERINTAH KM\ATEN KETAPANG SKPDKBT NomorUrut 
DINI\', l'l �\i�i:l'r�N llllrl!/\11 (SURAT KLILIAPAN PAJAK DALI\AI KUANG U/YAM TAMIIAIIAN]) I I I 1 JI. Urip �unmhorj J(o :Jt.P· (U�J�)-321�5 Masa Pajak : ,,,.,., ....................................... 

KETAPANG-KALMA'TAN BARAT Tahun Pa]el. ........ , ..................................... 

Nama : 
- -�-------- .. ' AMamnat : 

-··· ·-- 
Kelurahan/Desa : RI/IW : 
-- -· -- 

Kecamatan : Kabupaten : . ---· 

NPWPD : I I I I I I I I I I I I I I I I 
Tanggal Jatuh Tempo : ......................... , .. , .............................. , .................................... 

I. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Ka bu paten Ketapang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, telah dilakukan pemeriksaan 
atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajlb Pajak ; 

Kode Rekening Pajak : 
Nama Pajak : 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang maslh harus dibayar adalah sebagai berikut : 
----- 

1. Dasar Pengenaan Rp ................................ 
2. Pajak yang Terhutang Rp ................................ 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensasl keleblhan dari tahun sebelumnya Rp ................................ 
b. Setoran yang dilakukan Rp ................................ 
c. Lain - Lain Rp ................................ 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (3a+3b+3c) Rp ................................ 

4, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp ..................•............. 
5. Sanksi Administrasl berupa : 

a. unga 2% (dua persen) Rp ................................ 
b. Kenalkan ..... % darl Pokok Pajak Rp ................................ 
c. Jumlah Sanksi Administrasi (5a+5b) Rp ................................ 

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp ................................ 

Dengan Huruf · ...................................................................................................................................................................... •················ 

t 
PERHATIAN : 
1. H~rap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalul Bendahara Penerima Dinas, sesuai dengan waktu 

don tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setorn Pa]ak Daerah (S$PD), 
2. Apobila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT Ini diterima 

dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

Ketapang, .......................... Tahun ............ 

KEPALA DINAS, 

(Namg, NIP, Panakat, Cap dan ttd) 

Potong Disinl �------------------------,--------------------------------------------------------------------------- 
TANDA TERIMA SKPDKBT Diterima, .cos»sos»sos......tgl.....»oss»so»sos 

Nomor SKPDKBT : Oleh: 
Tanggal Penerbltan : 
NPWPD : ( •••.•.•••.••.••.•••.••.••.••.•.•••..•.••.••.•...••... I 
Nama Wajib Pajak : Nama Lengkap & Tonda Tangon 
Alamat : 

Salinnn Sesuni Dengan Aslinyn 
Kcpala Bagian Hukum Setda 

::&;pMg 
DERSI, SH 

NIP, 196$0815 199903 1 003 

BUPATI KETAPANG 

ttd 

HENRIKUS 



B. BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH 
(STPD) 

PEMERINTA.TEN KETAPANG STPD 
DINAS P. NDAERAH (SURAT TAGIHAN PAJAK LAERAH) 

Nomor Urut 
Jl. Urip Sumohal 1R ·lp. (0534)-32155 Masa Pajak : i i i i I I I KETAPANG?RA(MANTAN BARAT ........... , ............................ ,, .... 

Tahun Pajak: .......................................... , .. , 

Nama : 
-- -�---·- Alamat : 

Kelurahan/Desa : RT/RW : ----· - Kecamatan : Kabupaten : 

4444fr I I I I I I I I I I I I I I I I tvrvrt 

Tanggal Jatuh Tempo : ..... , .......................... , ............................................. , ................. 

I. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Ka bu paten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, telah dilakukan 
Penelltlan dan/atau Pemeriksaan atau keterangan lain alas pelaksanaan kewajlban Wajlb Pajak terhadap: 
Kode Rekening Palak : f 

Nama Pajak : 

II. Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungani jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Pajak yang kurang dibayar Rp ......................................................... 

2. Sanksi administrasl;: 

a. Bunga 2 % ( dua persen ) Rp ......................... , ............................... 

3. Jumlah yang maslh harus dlbayar ( 1+2a) Rp ......................................................... 

Dengan Huruf : .................................................................................................................................................................................. 

PERHATIAN : 
.. 

1. Harap pembayaran dllakukan sekallgus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas, sesuai dengan waktu 
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

2. Apablla STPD lnl lidak atau kurang dibayar selelah /ewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterima dikenakan 
sanksl bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 

Ketapang, .......................... Tahun ............ 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG 

(Nam, NIP, Panqkat, cap dan ttd} 
_____________________________________________ Potong Olsin/ _____________________________________________ . 

TANDA TERIMA STPD 
I 

Diterima, ....................... lg/ ...................... 
NomorSTPD : .............................................. ,,,, ... ,, 
Tanggal Penerbitan O/eh: ........................................................ 
NPWPD ........................................................ 6 ................................................. ) 
Nama Wajib Pajak : ....................................................... Nama Lengkap & Tanda Tongan 
Alamat : ....................................................... 

---- -- ·- 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya BUPATIKETAPANG 

Kepala Bagian Hukum Setda ,.��NP"' ttd 

HENRIK US 
DERBI}, SH 

NIP. 19650815 199903 1 003 


